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JARIMAH TA’ZIR DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jarimah
1. Jarimah

Jarimah berasal dari bahasa Arab 4« > yang berarti perbuatan dosa
dan atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, jarimah
diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara
dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi
yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum
jelas ketentuannya oleh Tuhan (ta'zip.!

Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan yang dianggap sebagai
tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam
dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan
hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada
hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap
sebagai tindak pidana.?

Ditinjau dari segi berat hukumannya, jarimah dapat dibagi menjadi
tiga bagian antara lain:

a. Jarimah hudud, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had.

Hukuman had adalah hukuman yang telah di tentukan oleh syarak

dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Jarimah hudud ini ada

! Wikipedia, “Jarimah”, https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah diakses pada 10 Juni 2016.
2 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004), 10.
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tujuh macam antara lain sebagia berikut: Zina, Qazaf, Meminum-
minuman keras, Mencuri, Melakuakn hirabah (gangguan keamanan),
Murtad, Pemberontak.

b. Jarimah qisas, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman
gishash atau diat. Jarimah gisas dan diat ini ada dua macam, yaitu
pembunuhan dan penganiayaan.

c. Jarimah ta’zig jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zik
Hukuman ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak
pidana) yang belum di tentukan oleh syara’.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum
jarimah untuk jarimah itu ada 3 macam, yaitu:®

a. Unsur formal (al-rukn al-syar’i), yaitu adanya nash (ketentuan) yang
melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman,

b. Unsur material (al-rukn al-madi), yaitu adanya tingkah laku yang
membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun
tidak berbuat nyata (negatif),

c. Unsur moral (al-rukn al-adabi), yaitu bahwa pelaku adalah orang
yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung
jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pengertian jarimah menurut syarak yang telah dikemukakan di atas,
pada lahirnya agak berbeda dengan pengertian jarimah atau tindak pidana

menurut hukum positif dalam kaitan dengan masalah hukuman ta’zie

* Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 9-10.
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Menurut hukum Islam hukuman ta’zir adalah hukuman yang tidak
tercantum ketentuannya dalam nash dan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah,
dengan ketentuan yang pasti dan terperinci.6 Hukuman ta’zip
dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-A’raaf: 85.

BE 24l o al 2l 3@ teb Al foe
j ke Ooell X XS dn ol
SIS PO TR R e

T . zd

Artinya: dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan®*
saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah,
sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah
datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka
sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu
kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya,
dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah
Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika

betul-betul kamu orang-orang yang beriman".®

2. Hukuman Ta’zip

Menurut arti bahasa, lafaz ta’zir beasal dari kata : yang
sinonimnya: (yang artinya mencegah atau menolak); (yang
artinya mendidik); (yang artinya mengagungkan atau
menghormati); (yang artinya membantu, menguatkan dan

menolong). Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah

* Mad-yan adalah nama putera Nabi Ibrahim a.s. kemudian menjadi nama kabilah yang terdiri
dari anak cucu Mad-yan itu. Kbilah ini diam di suatu tempat yang juga dinamai Mad-yan yang
terletak di pantai laut merah di tenggara gunung Sinai.

> Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan..., 91.
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pengertian pertama ( mencegah atau menolak).® Akan tetapi menurut
istilah imam al mawardi sebagaimana yang telah dikutip oleh M.Nurul
Irfan menjelaskan bahwa ta’ziradalah hukuman bagi tindak pidana yang
belum ditentukan hukumannya oleh syarak yang bersifat mendidik.’
Maksud dari kata “mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya
maksiat pada masa yang akan datang.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan ta’ziryang mirip dengan definisi
Al Mawardi: Ta’zie adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan
maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula
kifarat.

Sedangkan Ibrahim Unais dan kawan-kawan mendefinisikan ta’zip
sebagal berikut: Ta’ziradalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai
hukuman had da syar’i.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa
ta’zip adalah suatu istilah untuk hukuman jarimah-jarimah yang
hukumanya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan dengan jarimah
ta’zik Jadi, istilah ta’zirdigunakan untuk huku]lman dan bisa digunakan
untuk jarimah (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dipahami bahwa jarimah ta’zie terdiri
atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan
tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti jarimah ta’ziradalah perbuatan

maksiat. Di samping itu juga hukuman ta’zirdapat dijatuhi apabila hal itu

¢ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 248.
" M. Nurul Irfan dan Musyarofah, Figih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.
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dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatanya bukan
maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan—perbuatan yang
termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut
tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat
tersebut ada maka perbuatanya diharamkan, dan (illat) dikenakannya
hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan
kepentingan umum.

Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan
kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku
dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak
terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut
bukan jarimah dan pelakunya tidak dikenakan hukuman. Penjatuhan
hukuman ta’ziruntuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan
Rasulullah saw yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri
unta. Setelah diketahui ia tidak mencurinya, Rasulullah saw
melepaskanya.?

Analisa terhadap tindakan Rasulullah saw tersebut adalah bahwa
penahanan merupakan hukuman ta’zir, sedangkan hukuman hanya dapat
dikenakan terhadap suatu jarimah yang telah dapat dibuktikan. Apabila
pada peristiwva tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya
Rasulullah saw mengenakan hukuman penjara/ penahanan hanya karena

tuduhan semata-mata.

®lbnu Qayyim Al-jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),

188.



24

Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah saw membolehkan
penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada di posisi tersangka,
meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang
diambil Rasulullah tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab
membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan
tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia lari,
dan bisa juga menyebabkan dijatuhkan vonis yang tidak benar terhadap
dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang
telah diputuskan.

3. Dasar hukum Ta’zip

Ta’ziradalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosan
yang belum dutetapkan oleh syarak atau hukuman yang di serahkan
kepada hakim dasar hukum ta’zir adalah pertimbangan kemaslahatan
dengan mengacu pada prinsip keadilan. Dalam menetapkan jarimah ta’zip
prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan
umum dan melindungi masyarakat dari kemadharatan. Disamping itu
penegakan jarimah ta’zirharus sesuai dengan prinsip syar’i.

Pada jarimah ta’ziral quran dan al hadis tidak menerapkan secara
terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya® Dasar
hukum disyariatkannya saknsi bagi pelaku jarimah ta’ziradalah at —ta’zir
yadurru ma’a maslahah. Artinya hukuman ta’zir didasarkan pada

pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip

® Jaih Mubarok, Kaidah-kaidah Figih Jinayah, (Bandung: Pustaka Bumi Quraisy, 2004), 14.
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keadilan dalam masyarakat.”® Mengenai hukuman ta’zirbanyak terdapat
dalam beberapa hadis antara lain hadis Nabi yang diriwayatkan oleh

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah:

A 0lgy) 3guddl W1 @Bl s S L (593 15031 JB ) O die e 0

(k}é \.@.:J\ 9 &57\..«..3\ 939913 &
Artinya: Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda: " Ampunkan-

lah gelinciran orang-orang yang baik-baik kecuali had-had.”
(Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki)."*

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim :

éMWjW&‘W‘ﬁd\&T,oM&cé\&cv&a\ﬁ&c

(;\3‘\ s\zﬁa:ﬁ 9 &@m}\j ij Lwd! 9 ‘:;.M}J\ 9 .}j\.} j.g\ 0\3)) 3\.@@.23\
Artinya: Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa
Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.
(Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa’i, dan
Baihagi, serta dishahihkan oleh Hakim).*?

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah :

Vor sk o g ade A Lo ) Sy o &) ylai¥l B3p g o8

(@SSTRIPY) I FPNEOPRNEE I (NI PWIR SV PN E TP
Artinya: Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar
Rasulullah saw bersabda : “Sesorang tidak boleh didera lebih dari
sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah,

seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya.” (Riwayat
Muslim).?

19 Makhrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Cakrawala,
2006), 182-183.

1 Al-Asqalany lbnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, Cet. 26, (Bandung: CV. Penerbit
Diponegoro, 2002), 576-577.

12 Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Juz IX, (Semarang: PT.
Pustaka Rizki Putra, 2001), 202.

3 Hussein Bahreisj, Terjemah Hadits Shahih Muslim 3, (Jakarta: Widjaya, 1983), 255.
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B. Macam-macam Jarimah Ta’zip
Menurut Abd Qodir Awdah, jarimah ta’zie terbagi menjadi tiga:**
Pertama, Jarimah ta’zip yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan
gishash, tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti
pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri. Kedua,
Jarimah ta’zipyang jenisnya disebutkan dalam syara’ tetapi hukumnya belum
ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan. Ketiga
Jarimah ta’zip yang baik jenis maupun sanksinya belum ditetapkan oleh
syarak. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti
pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.
Para Ulama membagi jarimah ta’zipmenjadi dua bagian, yaitu:
1. Jarimah ta’ziryang berkaitan dengan hak Allah.
2. Jarimah ta’zipyang berkaitan hak individu.
Dari segi sifatnya, jarimah ta’zirdapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:
1. Ta’zipkarena melakukan perbuatan maksiat.
2. Ta’zip karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan
umum.
3. Ta’zir yang melakukan pelanggaran (mukhalafah) Di samping itu,
dilihat dari segi dasar hukum (penetapanya).
Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta’zirsecara rinci kepada beberapa
bagian, yaitu:

1. Jarimah ta’ziryang berkaitan dengan pembunuhan.

% bid., 14-15.
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2. Jarimah ta’ziryang berkaitan dengan pelukaan.

3. Jarimah ta’zip yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan
dan kerusakan akhlak.

4. Jarimah ta’zipyang berkaitan dengan harta.

5. Jarimah ta’zipyang berkaitan dengan kemaslahatan individu.

6. Jarimah ta’ziryang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

C. Macam-macam Hukuman Ta’zip

Hukuman-hukuman ta’zie banyak jumlahnya, yang dimulai dari
hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi
wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu
hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya.

Macam-macam Hukuman ta’zirantara lain:*®

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman ta’zie adalah
untuk memberikan pengajaran (ta'dib) atau mendidik . Oleh karena itu,
dalam hukum ta’zip tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau
penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fugoha memberikan
pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu diperbolehkannya
hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau
kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan
membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, penyebar aliran

sesat yang menyimpang dari al Quran dan asSunah, residivis yang

> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas-Asas..., 255.
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membahayakan. namun menurut sebagian fugoha yang lain, di dalam
jarimah ta’ziptidak ada hukuman mati. Hanafiyah membolehkan kepada
ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta’zie dalam
jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila
jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohya pencurian yang
dilakukan oleh kafir dzimi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai ta’ziruntuk
jarimah-jarimah ta’zie tertentu, seperti spionase dan melakukan
kerusakan dimuka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian
para fugaha Hanabilah, seperti Imam Ibn Uqail.

Sebagian ulama syafi’iyah membolehkan hukuman mati sebagai
ta’zipuntuk jarimah-jarimah ta’zirdalam kasus penyebaran aliran sesat
yang mennyimpang dari ajaran al Quran dan asSunah. Demikiam pula
hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homo seksual dengan
tidak membedakan antara mukhsan dan ghairu muhshan.

Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk jarimah
ta’zik hanya dilakssanakaan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat
dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-
hukuman hudud selain hukuman mati.

b. Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan
terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang

menyebar di muka bumi.
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Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati
sebagai ta’zip tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan
boleh dengan pedang ada pula yang mengatakan dengan alat yang lain,
namum kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi,
karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum,
karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.

Hukuman Jilid

Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi
hukuman jilid dalam ta’ziz Menurut pendapat yang terkenal di
kalangan ulama’ Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa
karena hukuman ta’zip didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan
atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad
berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam ta’ziradalah 39
kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 Kkali.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat.
Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan
Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf.
Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada ta’zirboleh lebih dari
75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarimah
ta’zip yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah hudud. Dalam
madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan
pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan

bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan jarimah tidak boleh
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menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis,
tetapi tidak boleh melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya.
Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman ta’zirtidak boleh lebih
dari 10 kali.

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih
diperselisinkan oleh para fugaha. Menurut hanafiyah, jilid sebagai ta’zip
harus dicambukkan lebih keras dari pada jilid dalam had agar dengan
ta,zir orang uang terhukum akan menjadi jera, disamping karna
jumlahnya yang lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain
adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerahkan. Akan
tetapi, ulama Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam ta’zir dengan
sifat jilid dalam had dan hudud.*®

Apabila orang yang dihukm ta’ziritu laki laki maka baju yang
menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi,
apabila terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh
dibuka, karena jika demikian terbukalah auratnya.

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan
kepala melainkan kebagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan
tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke
bagian tersebut bisa membahayakn keselamatan orang yang terhukum,*’

Selain itu, hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat

dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi

% H. A. Djazuli, Figh Jinayah, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 196-197.
7 Abd Al-Aziz Amir, Figih Munakaha, (Jakarta: Amza , 1997), 349.
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sampai membahayakan keselamatannya, karena tujuannya adalah
member pelajaran dan pendidikan kepadanya.

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang
pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau
tongkat.

Hukuman- Kawalan (Kurungan atau Penjara)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam.
Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama,
Hukuman kawalan terbatas. Batas 30 terendah hukuman ini adalah satu
hari, sedang batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat
beberapa ulama menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena
mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina.
Sementara ulama’ ulama’ lain menyerahkan semuanya pada penguasa
berdasarkan maslahat. Kedua, Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah
disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya
terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati
atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini
adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang
melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya.

Hukuman Pengasingan
Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman ta’zie:

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun
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dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman
ta’zip

Hukuman pengasingan ini dijatuhakn kepada pelaku jarimah yang
dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus
dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan dari pengaruh-pengaruh
tersebut.

Lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan
dikalangan fugaha. Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, masa
pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa
pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had.

5. Hukuman Salib
Sanksi ini berlaku dalam suatu kondisi, yaitu jika sanksi bagi
pelaku kejahatan adalah hukuman mati. Maka boleh dijatuhi hukuman
salib. Pelaku tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan
wudhu, tetapi dalam menjalankan salat cukup dengan isyarat. Dalam
penyaliban ini, menurut fugaha tidak lebih dari tiga hari. Diantara sumber
hukumnya adalah sunnah fi’liyah, di mana Nabi pernah menjatuhkan
hukuman salib sebagai ta’zir yang dilakukan di suatu pegunungan Abu
Nab.*®
6. Hukuman Pengucilan
Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta’zip

yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah

'8 Ibid., 160.
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melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut
serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah,
dan Hilal bin Umaiyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa
diajak bicar.

Hukuman Denda (tahdid)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai
hukuman jarimah ta’zir Antara lain mengenai pencurian buah yang
masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua
kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan
perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap
orang yang menyembunyikan barang hilang.

Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat

hukuman-hukuman ta’zie yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah

sebagai berikut.

1.

2.

Peringatan keras.

Dihadirkan di hadapan sidang.

Nasihat.

Celaan.

Pengucilan.

Pemecatan.

Pengumuman kesalahan secara terbuka.

Hukuman-hukuman diatas bisa diterapkan untuk semua jenis jarimah

ta’zie Akan tetapi, disamping itu masih ada hukuman-hukuman lain yang
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tidak bisa diterapkan pada setiap jarimah ta’zie Diantara hukuman tersebut
adalah hukuman pemecatan dari jabatan atau pekerjaan, pencabutan hak-hak
tertentu, perampasan alat-alat yang digunakan untuk melakukan jarimah, dan
lain-lain.

Dalam hukum pidana Islam kasus penggunaan bahan peledak dalam
menangkap ikan masuk dalam jarimah ta’zir kemaslahatan umum karena
berkaitan dengan perusakan lingkungan termasuk dalam jarimah ta’zir yang
berkaitan dengan hak Allah yaitu segala sesuatu yang yang berkaitan dengan
kemaslahatan umum. Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa
menjaga lingkungan, karena Allah SWT menciptakan bumi beserta isi nya
untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan malah
sebaliknya dirusak. Merusak lingkungan hidup bisa berdampak yang sangat
besar, oleh karena itu Islam sangat melarang umatnya melakukan kerusakan
lingkungan. Masyarakat Indonesia belum sadar bahwa krisis multidimensi
dan bencana yang datang bertubi-tubi seperti tanah longsor, banjir,
kekeringan, kebakaran hutan, dan lainnya adalah karena ulah manusia
sendiri.*®

Salah satu contoh kegiatan yang merusak lingkungan yaitu menangkap
ikan dengan menggunakan bahan peledak, penggunaan bahan peledak dalam
menangkap ikan sangat dilarang karena dapat merugikan perekonomian dan

merusak ekosistem laut seperti rusaknya terumbu karang yang menjadi

¥ Gufron, Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan (Analisis Problematika Ekologi di

Indonesia dalam perspektif figh albi’ah) Cet.1 (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 97.
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habitat bagi ikan, trumbu karang akan hancur apabila terkena bahan peledak
dan untuk memulihkan kembali terumbu karang yang rusak butuh waktu
yang sangat lama antar 6-24 bulan dan juga membutuhkan biaya yang banyak
untuk melakukan penanaman kembali terumbu karang yang rusak, selain
rusaknya terumbu Kkarang, penggunaan bahan peledak juga dapat
menyebabkan matinya biota laut lainnya yang bukan target dari penangkapan
padahal keberadaan biota laut, terutama ikan sangat diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan protein masyarakat, apabila penggunaan bahan peledak
dalam menangkap ikan terus dilakukan maka lambat laun akan terjadi
penurunan populasi biota laut seperti alga, protozoa terutama ikan dan
populasinya akan punah jika hal itu terus terjadi. Akibat dari penggunaan
bahan peledak dalam menangkap ikan tingkat pendapatan nelayan dan

perekonomian Negara di bidang perikanan turun.



